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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

Mational Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : JI. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp.: (021)3904146 Fax.:(021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 91/DSN-MUIIV/2014
Tentang

PEMBIAYAAN SINDIKASI
(AL-TAMWIL AI-MASHRIFT AI-MUJAMMA )

L
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Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

Menimbang : a. bahwa bisnis secara syariah semakin berkembang sehingga pebisnis
meminta agar fikih mumalah maliyah terkait bisnis supaya terus
ditingkatkan fungsi dan perannya;

b. bahwa Lembaga Keuangan Syariah meminta fatwa untuk
pengembangan produk pembiayaan sindikasi berdasarkan syariah
(al-tamwil al-mashrifi al-mujamma);

c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, Dewan Syariah
Nasional - Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk
menetapkan fatwa tentang pembiayaan sindikasi berdasarkan syariah
(al-tamwil al-mashrifi al-mujamma ) untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.
a. QS. Shad [38]: 24:
4T .ﬂ"sg n W T a &5 9. .:_.-'-' T T8 ) 20, ? i
13247 5340 Y (25 iriand ol ol o0 1 005,
b G 2y el tslzg
.. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada

sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan
amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

b. QS. al-Ma’idah [5]: 1:
- 338l sl T el

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."
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Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma ') 2

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis riwayat Abu Daud dani Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w.
berkata:
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“Allah s.w.t. berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang

vang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati
pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku
keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-
Hakim, dari Abu Hurairah);

b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari *Amr bin *Auf:
Utﬁ-—i].;-tj|\a[3b~’ﬁ’|l.=d-ﬂ!§r| n.q.Lu-.n_'i“|” _‘,.uh-c-:d..aj'd
LGis 4| “lz | Jl\‘.")b- s s 'gg webys Je Oyiled i3
“Shulh (penvelesaian sengketa melalui musyawarah untuk
mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh
yvang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;
dan kaum muslimin terikat dengan svarat-syarat mereka kecuali

syarat yang mengharamkan yang halal ataw menghalalkan vang
haram.” (HR. Tirmidzi dari *Amr bin * Auf);

¢. Tagrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah vang dilakukan oleh
masyarakat pada saat itu;

d. Ijma’ Ulama tentang kebolehan musyarakah.
3. Kaidah fikih:
Wi E e s 0% Y dsuyl oduwal g a4

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil vang mengharamkannya.”

Memperhatikan : 1. Pendapat “Atha’, Thawus, dan Mujahid:
Soiles sl O 100 o g2 e RER R R e

F
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“Waki’ menjelaskan (haddatsana) kepada kami, dari al-Hasan bin
Shalih, dari Laits. Dia berkata, “’Atha’, Thawus, dan Mujahid
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FPembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma’) 3

melarang kerjasama/syirkah (antara muslim) dengan orang Yahudi
dan orang Nasrani, kecuali jika pihak muslim (syarik) vyang
mengawasi (transaksi) beli dan jualnya.” (Mushannaf Ihnu Abi
Svaibah, jilid IV, him. 269);

2. Penjelasan Ibn Qudamah tentang bolehnya pembiayaan sindikasi (al-
tamwil al-mashrifi al-mujamma’) dengan syarat terhindar dari riba
dan akad vang batil sebagaimana disandarkan kepada ulama
Svafi*iah, Malikiah, Hanabilah. dan Ahnaf’,

3. Ketentuan Ma ‘ayir Svari ‘ivah (Sharia Standards AAOIF)

-LJ'L-o..!"I s A0 4815 sl (pad 2l S KR BAY
Sy

“Pada prinsipnya pembivaan sindikasi (hanya) boleh dilakukan

Antarlembaga Keuangan Syariah.” (al-Ma'ayir asy-Syar'iyyah,

24:5-1);

Jisadh 3 ot 120 2 St 4320 Sl o 5 Y
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“Tidak ada larangan secara syariah untuk mengikutsertakan bank
konvensional dalam kerjasama pembiayaan sindikasi, dengan syarat
kerjasama dan pembiayaan sindikasi dilakukan sesuai dengan prinsip
dan ketentuan syariah.” (al-Ma 'ayir asy-Syar ‘ivyah, 24:5-2);

'_)"L-a-—'l lﬂ'u h_.AL,..Lji : tﬁéu{.h ,_;Jz..a.n_h‘jj-s.:..j'l ,..tto:lLAn'Er
g_}.:i1d.¢..:rL-_,.nsL5}.C¢j -yn_a.ﬂLmu_ﬁ.L_%;:.ﬁ:wjﬂgﬂta%
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“Tidak ada larangan (secara syariah) mengenai pemberian pembiayaan
perbankan secara sindikasi oleh Lembaga-lembaga Keuangan
Syariah untuk sebagian porsi dari satu proyek sementara porsi yang
lain dibiayai oleh pihak lain dengan cara-cara yang konvensional
dengan syarat rekening dan lead manager antara kedua tipe
pembiayaan tersebut dipisahkan mengingat bahwa transaksi ribawi
(sistem  bunga) diharamkan/dilarang secara syariah: dan

;-Jbbj n:aL'..i E.L‘,er LJ‘.]_I: “l'l n_.I'LL..-:h nd ll-:ﬂ-;jl' -L’r = "-’..'J‘-J-“-‘
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Pembiavaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma ') 4

tanggungjawab perbuatan ribawi tersebut menjadi beban pihak vang
melakukannya.” (al-Ma ‘ayir asy-Syar ‘iyvah, 24:5-5);

. Keputusan Nadwah al-Barakah tentang bolehnya bisnis secara

sindikasi (al-tamwil al-mashrifi al-mujamma*);

. Pendapat al-Nadwah al-Fighiyyah ke-4 (tahun 1995) dalam Seminar

yvang diselenggarakan Kuwait Finance House tentang bolehnya
bisnis secara sindikasi (al-tamwil al-mashrifi al-mujamma’);

. Fatwa-fatwa DSN-MUI di antaranya:

a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUIIV/2000 tentang
Murabahak;

b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MULIV/2000 tentang Jual-
Beli Salam:

¢. Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUL/IV/2000 tentang Jual-
Beli fstishna ®;

d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MULIV/2000 tentang

Pembiayvaan ljarah;

Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUVIII/2002 tentang al-

ljarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik;

f. Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Musyarakah;

g. Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUIYXI/2008 tentang
Musyarakah Mutanagishah:

h. Fatwa DSN-MUI Nomer: 07/DSN-MUIIV/2000 tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh);

i. Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang
Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;

j. Fatwa Nomor: 37/ DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar
Bank Berdasarkan Prinsip Syariah;

k. Fatwa Nomor: 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi
Mudharabah antar Bank (Sertifikat IMA):

. Fatwa Nomor: 78/DSN-MUIIX/2010 tentang Mekanisme dan
Instrumen Pasar uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah;

L

. Hasil pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS) di

Hotel Mercure Alam Sutera Tangerang Selatan, Banten tanggal 28-
30 November 2013; yang substansinya bahwa pihak Regulator
mendorong agar Lembaga Keuangan Syariah memperoleh
pengalaman dalam melakukan sindikasi, sementara dari beberapa
segi masih kurang memungkinan Lembaga Keuangan Konvensional
dapat dipaksa untuk menjalankan sindikasi sesuai syariah: oleh
karena itu, dengan tidak mengabaikan substansi Ma'‘ayir Syvari'i
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Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma ) 5

Nomor: 24 (5-2), WGPS berkesimpulan bahwa kerjasama usaha
sindikasi boleh dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan
Bank Konvensional dengan syarat dokumennya disusun sedemikian
rupa sehingga tidak terjadi percampuran secara administrasi antara
yang halal dengan vang ribawi; di antara caranyva adalah dibuatnya
dokumen induk, serta dokumen lanjutan yang berbeda antara
transaksi ribawi dan transaksi yang halal, dan rekening pembiayaan
yang berbeda pula:

10. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis

Ulama Indonesia pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :  Fatwa tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-
Mujamma’)
Pertama :  Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1.

Pembiayaan Sindikasi (al-tamwil al-mashrifi al-mujamma ‘) adalah
akad antara beberapa lLembaga Keuangan, baik antar sesama
Lembaga Keuangan Syariah maupun antar Lembaga Keuangan
Svariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka
membiayai proyek tertentu secara bersama-sama;

Entitas Sindikasi adalah kumpulan beberapa Lembaga Keuangan
Syariah, atau Lembaga Keuangan Svariah dengan Lembaga
Keuangan Konvensional, yvang memberikan pembiayaan secara
bersama kepada nasabah;

Akad Jual-beli (al-bai’) adalah sebagaimana dimaksud dalam
Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MULIV/2000  tentang
Murabahah; Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUIV/2000
tentang Jual-Beli Salam; dan Fatwa DSN-MUI Nomeor: 06/DSN-
MUL/IV/2000 tentang Jual-Beli Istishna';

Akad ljarah adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-
MUI Nomor: 09/DSN-MUTL/TV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;

Akad Jjarah Muntahiyyah bi al-Tamiik adalah sebagaimana
dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/1L/2002
tentang al-Tjarah al-Muntahivyah bi al-Tamlik;

Akad Musyarakah adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa
DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUL/JIV/2000 tentang Pembiayaan

Musyarakah;
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FPembiayvaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma ) 6

7. Akad Musvarakah Mutanagishah adalah sebagaimana dimaksud
dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUIXI/2008 tentang
Musyarakah Mutanagishah;

8. Akad Mudharabah adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa
DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUIIV/2000 tentang Pembiayaan
Mudharabah (Qiradh):

9. Akad Muzara'ah adalah akad kerjasama usaha pertanian antara
pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman
berasal dari pemilik lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik
dan penggarap sesuai nisbah vang disepakati;

10, Akad Mukhabarah adalah akad kerjasama usaha pertanian antara
pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman
berasal dari penggarap lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik
dan penggarap sesuai nisbah vang disepakati:

11. Akad Musagah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan
penggarap dalam rangka pemeliharaan tanaman agar tumbuh dan
berbuah secara baik yang hasilnya dibagi antara pemilik dengan
penggarap sesuai nisbah yang disepakati;

12. Akad Mugharasah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan
penggarap dalam rangka penaman pohon keras di mana yang
dipanen adalah pohonya (bukan buahnya). yang hasilnya dibagi
antara pemilik lahan dengan penggarap sesuai nisbah yang
disepakati.

Kedua : Ketentuan Hukum
Pembiayaan Sindikasi antara sesama Lembaga Keuangan Syariah atau
antara satu dan/atau sejumlah Lembaga Keuangan Syariah dengan satu
dan/atau sejumlah Lembaga Keuangan Konvensioanl boleh dilakukan
dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Akad antara Sesama Peserta Sindikasi
Akad antara sesama peserta sindikasi dapat berupa:

1. Akad Mudharabah; para peserta sebagai pihak yang menyertakan
modal (shahibul mal); dan pihak Leader (Mudharib) hanya
menyertakan modal dalam bentuk keahlian/keterampilan usaha,
tidak ikut berpartisifasi dalam penyertaan modal (ra sul mal);

2. Akad Musvarakah; peserta dan leader ikut berpartisifasi dalam
pengumpulan modal (ra’swl mal), dan di antara syarik ditunjuk
(melalui kesepakatan) sebagai leader; leader berhak memperoleh
pendapatan/ penghasilan tambahan dengan akad tersendiri karena

kedudukannya sebagai pengelola;
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Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma’) 7

3. Akad Wakalah; peserta sebagai muwakkil dan leader berkedudukan
sebagal wakil. Dalam hal akad yang dilakukan akad Wakalah bil
Ujrah, maka wakil berhak mendapatkan wjrah.

Keempat : Ketentuan Akad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah

Akad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah dapat berupa:

1. Akad jual-beli (al-bai’), baik jual-beli musawamah (bai’ al-
musawamah); di mana harga ditentukan berdasarkan proses tawar-
menawar, jual-beli murabahah (bai* al-murabahah), jual-beli salam
(bai* al-salam) atau jual beli salam pararel (bai' al-salam al-
muwazi), jual-beli istishna® (bai' al-istishna®) atau jual-beli
istishna ' pararel (bai ' al-istishna* al-muwazi),

2. Akad sewa menyewa ([jarah) atau akad sewa-menyewa yang
diakhiri dengan pengalihan kepemilikan obyek sewa (al-fjarah al-
Muniahiyyah bi al-Tamlik);

3. Akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal
usaha (musyarakah tsabitah) atau akad kerjasama usaha di mana
semua pihak menyertakan modal usaha dan modal Entitas Sindikasi
dialihkan secara berangsur kepada nasabah lain (musyarakah
mutanagishah);

4. Akad kerjasama usaha pertanian: a) muzara ‘ah, b) mukhabarah. c)
mugharasah, dan d) musagah.

Kelima :  Ketentuan terkait Rekening dan Dokumen Akad

1. Dalam hal sindikasi dilakukan sesama Lembaga Keuangan Syariah,
maka rekening, dokumen kontrak serta dokumen-dokumen
pendukung lainnyva boleh diadministrasikan/disusun dalam satu
dokumen:

2. Dalam hal sindikasi dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah
dengan Lembaga Keuangan Konvensional, maka harus
menggunakan rekening yang terpisah dan dibuatkan dokumen
induk (perjanjian bersama) yang kemudian dibuat dokumen untuk
Lembaga Keuangan Syariah tersendiri; dan dibuat pula dokumen
khusus untuk Lembaga Keuangan Konvensional secara tersendiri.

Keenam : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketujuh : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.
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Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Jumadil Tsani 1435 H
02 April 2014 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
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PERJANJIAN KERJASAMA SINDIKAS|
PENYALURAN DANA

No. 007/MoU/BPRS/XI/2016

“Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Surat Al-Baqarah 2 :
273)."Hai orang-orang beriman, janganiah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil,
kecuali melalui pemiagoaan yang beriaku dengan suka sama suka di antara kamu" (Surat An-
Nisaa'4 ; 249)

Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di Malang, pada hari Selasa, 28 November
2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Satar 1438 Hijriyah oleh dan antara pihak-

" pihak :
Naoma :  ABDULLAH
Nomor KTP  : 12345678910
Jabatan . Direktur

Dalam hal ini bertindak dalom jabatannya seloku Direktur dari dan oleh
karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan PT. BPRS
Barokah, berkedudukan di Kabupaten Malang, yang Akia Pendiriannya dibuat
tertanggal 20 Jull 2016 No 55 yang dibuat di hadapan Amir, Sarjana Hukum,
Notaris di Malang dan felah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Rl sebagaimana termakiub dalam Surat Keputusan tertanggal 1 Juli
2016 , Nomor C-111.HT 01.07-TH.20146 dan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan
Akta Pemyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS
Barokah Nomor 01 tanggal 01 November 2016, dibuat oleh Notaris Amir, SH,
notaris di Malang, dan teloh dicotat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
dengan Nomor AHU-AH.01.11-00088888 tanggal 07 November 2014, serta
menunjuk pada Surat Kuasa Dewan Komisaris PT BPRS Barokah Nomor
111/KOM/BPRS/X1/2016 tanggal 10 November 2016. Oleh Karena bertindak
untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan Perseroan Terbatas BPRS

Barokah berkedudukan di wilayah Kabupaten , untuk selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : AKBAR

Nomor KTP : 1122334455 ,

Alamat : Perumahan Damal Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002

Pageran Bumijaya

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Uteama dari dan oleh
karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan PT. BPRS
Amanah, berkedudukan di Kabupaten Bumijaya, yang akta pendiriannya dibuat
tetanggal 20 Juni 2009 No. 10 yang kesemuanya dibuat di hadapan Ny. Mawar,
Sarjana Hukum, Notaris di Bumijaya dan kemudian Anggaran Dasar tersebut
telah diruboh dengan Akta tertanggal 22 Agustus 2011  Nomor 44 tentang
pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BPRS Amanah dengan persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl sebagaiman termakiub dalom Surat
Keputusan tertanggal 11 November 2011 di bawah Nomor ARU-77777.A.H.01.01
Tahun 2011 dan untuk selanjutnya disebut sebagai -—PIHAK KEDUA-—-——-




Terlebih dahulu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK
imenyatakan hal-hal sebagai bérkut
a. Bahwa Pihak PERTAMA memiiliki nasabah potensial yang bernama lkhsan yang
membutuhkan fasilitas pembiayaan MURABAHAH, yang unituk memfasilitasi
pembiayaan tersebut membutuhkan mitra Bank Syariah fainnya.

b. Bahwa usaha yang digjukan oleh NASABAH kepada PIHAK PERTAMA -adalah
fidok bertentangan syarioh don undong-undang serta memiliki  prospek
keuntungan yang baik.

c. Bohwa NASABAH PIHAK PERTAMA sudoh dikenal secara baik akhlak dan
kredibilitasnya.

d. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia bermitra untuk menempatkan sejumiah modal
kerja dalam usaha yang diajukan oleh NASABAH PIHAK PERTAMA
Berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka para pihak telah saling setuju dan
bersepakat untuk membuat suatu perjanjian kerjasoma penyaluran dana dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
PENGERTIAN

Yang dimoksud dengan kerjosama penyaluran dana daloam perjanjian ini adalah
perjanjian antara PT. BPRS Barokah untuk secara bersama membiayai suatu usaha milik
NASABAH PIHAK PERTAMA

PASAL 2 |
TUJUAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Memfasilitasi permbiayaan kepada tkhsan secara Murabahah bersama-sama antara PT.
BPRS Barokoh dan PT BPRS Amanah yang selanjutnya disebut NASABAH PARA PIHAK

PASAL 3
POKOK PERJANJIAN

1. Perjonjion kerjascma ini adalah penggobungan modal antara pihak yong ditujukan
untuk MEMBIAYAI USAHA NASABAH PIHAK PERTAMA untuk Pembelian material bahan
bangunan selanjutnya sebagai NASABAH PARA PIHAK sebesar Rp 2.000.000.000,-
{duva milyad rupiah), dengan proporsi penyertaan modal masing-masing sebagai
berikut '
a. Pihak Pertama (PT BPRS Barokah), sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah)
b. Pihak Kedua (PT BPRS Amonach), sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyad
delapan ratus juta rupiah) .

2. Penggabungan modal sebagaimana disebutkon dalam ayat (1) tersebut
selanjutnya akan disalurkan untuk pembiayaon Murabahah kepada NASABAH PARA
PIHAK, yang teknis pengikatannya akan dilakukan dan diwakili oleh Abdullah selaku
Direktur PT. BPRS Barokah untuk dan atas nama PT BPRS Barockah dan PT BPRS
F T e L T L LE TP S O PR ST L P PE PP ET PP PP




Pasal 4
JANGKA WAKTU
Kerjasama penyaluran dana ini dibuat untuk jangka waktu 60 (enam puluh) mulai
terhitung sejak tanggal 28 November 2016 dan berakhir pada tanggal 28 November
2021.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA (PT BPRS BAROKAH) berkewajiban :
' a. Melakukan penelitian dan andlisa kelayakan usaha calon nasabah
secara standar. E

b. Membuat proposal dan rekomendasi kelayakan pembiayaan dari analisa
pengajuan permbiayaan calon nasabah
C. Menyerahkan modal penyertaan sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah)
d. Melaksanakan teknis penyaluran dana kepada nasabah, melakukan
pengikatan akad Murabahoh, pengikatan jaminan dan hal-hal yang

lainnya yang lazim diberlakukan dalam realisasi penyaluran dana
e. Menatausahakan pembiayaan secara profesional dari  dana
Mudharobah Muqayyadah
f.  Menyimpan dan mengadminisirasikan dokumen yang berkaitan dengan
pembiayaan dan jaminan.
g. Melakukan pemantauon atas  penyaluran  dana yang telah
dilaksanakan.

2. PIHAK KEDUA (PT BPRS AMANAH) Berkewajiban :
a. Meneliti ulang (verifikasi konfirmasi klasifikasi) atas proposal kelayakan
pengajuan pembiayaan oleh nasabah yang teloh dibuat oleh PIHAK

PERTAMA. :

b. Menyerahkan modal penyertaan sejumich Rp. 1.800.000.000,- (satu
milyad delapan ratus juta rupiah) selambat-lambatnya pada saat
realisasi penyaluran dana nasabah.

c. Bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA jika diperlukan melakukan
pemantauan pembiayaan.

3. PIHAK PERTAMA (PT BPRS BAROKAH) mempunyal hak :
a. Menerima pembayaran Pokok dan Margin dari hasil yang diterima dari

pihak NASABAH secara proporsional atas penyertaan modalnyaq, (sesuaqi

dengan jadwal yang teriampir).

b. Mendapatkan biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

dan fee leader sebesar Rp. 5.000.000,- (ima juta rupiah)

C. Berlindak secara sah mewakili dan selaku kuasa PIHAK KEDUA untuk
melakukan perbuatan hukum kepada NASABAH PARA PIHAK berkaitan

dengan Pembiayaan kepada NASABAH PARA PIHAK.

4. PIHAK KEDUA (PT BPRS AMANAH) mempunyol hak :
a. Menerma salinan akad penyaluran dona yang dibuat oleh PIHAK
PERTAMA dengan NASABAH.

b. Melihat dan meneliti keberadaan jaminan.

C. Menerima pembayaran Pokok dan Margin dari hasil yang diterima dari

PIHAK NASABAH secara proporsional atas penyertaan modainyg.————-—-




pa—
.

d. Mendapatkan biaya administrasi sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas
juta ruplah)

PASAL é

PENJAMINAN
PIHAK PERTAMA sebagai kuasa dan secara sah mewakili PIHAK KEDUA dalam
perjanjian ini mendapatkan hak untuk memegang Hak Tanggungan terhadap
jominan NASABAH PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa apabila NASABAH
PARA PIHAK melakukan wanprestasi maka PIHAK KEDUA mempunyai hak dengan
nilai proporsional sesuai dengan modal penyertaannya terhadap jaminan
NASABAH PARA PIHAK yang Hak Tanggungannya dipegang oleh PIHAK
PERTAMA.
Meskipun Pemegang Hak Tangungan atas jaminan NASABAH PARA PIHAK
dipegang oleh PIHAK PERTAMA tetapi PIHAK KEDUA berhak mendapatkan
jaminan NASABAH PARA PIHAK dengan nilai proporsional sesuai dengan modal,
apabila NASABAH PARA PIHAK tersebut melakukan wanprestasi.

PASAL 7
PEMBIAYAAN BERMASALAH
Jika Pembiayaan MURABAHAH yang dilakukan ontara PIHAK PERTAMA dengan
NASABAH PIHAK PERTAMA menjadi bermasalah, maka untuk penyelesaiannya
dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan bilamana diperiukan akan dibantu oleh
PIHAK KEDUA .
Resiko yang timbul karena kelalaian NASABAH PIHAK PERTAMA dalam membayar
hutang Pembiayaan MURABAHAH ditanggung secara proporsional berdasarkan
penyertaan modal dari para pihak.
Apabila  NASABAH dengan sengaja melokukan kelaloian dalam hal
Pembayaran, maka akan dikenakan ta'widh dan denda, maka perolehannya
dibagi secara proporsional antara PARA PIHAK berdasarkan pada modal.
Jka penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut sampai pada tindakan
eksekusi jaminan, maka hasil penjualan jominan yang ada dibayarkan secara
proporsional sehingga lunas seluruh hak pembayaran dari NASABAH PIHAK
PERTAMA.

. PASALS
PEMANTAUAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN _
PIHAK PERTAMA untuk tujuan pengendalian pembiayaan harus melakukan
pemantauan, pencatatan dan pelaporan secara periodik sehingga dapat
dideteksi perkembangan dan atau permasalahan pembiayaan.
Hasil pemantauan yang mengarah pada keadaan yang berpotensi bermasalah
harus dicatat dan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PASAL 9
LAIN-LAIN
Bahwa biaya administrasi yang dipungut dari NASABAH PARA PIHAK akan
ditentukan pada saat pelaksanaan akad pencairan dana.
Segala sesuatu yang belum diatur akan diatur didalam adenddum perjanjian ini
dan merupakan satu kesatuan dari perjanjian ini dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan.




Demikian kesepakatan kerjasama ini dibuat agar dapat dilakasanakan dengan
sebaik-baikiya oleh PARA PIHAK. Semioga Allah SWT memberikan Ridho-Nya dan
melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin

Yang mengadakan kesepakatan

Pithak | Saksl 1
PT BPRS BAROKAH PT BPRS BAROKAH
ABDULLAH, SH AMRULLAH, SE
Direktur GM Marketing
Pthak Il Saksl 2
PT BPRS AMANAH PT BPRS AMANAH
AKBAR, $.SOS AKMAL, SE

Diréktur Utama _ Direktur
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PERJANJIAN KERJASAMA
PENYALURAN DANA

Nomor;

Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana ini disepakati dan ditandatangani di Yogyakarta pada, hari
ini --—--—-tanggal bulan Tahun 2016 (duva ribu enam belas ) oleh dan antara pihak:pihak:

1.

DANA SUSWATI , Sarjana Ekonomi, Direktur Utama PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYART'AH BANGUN DRAJAT WARGA, lahir di Yogyakarta, tanggal 01-04-1965 (satu April
seribu Sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Muja-Muju UH 2/877, Rukun Tetangga 043, Rukun Warga 012, Kelurahan Muja
Mnuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
34.7113.410465.0002. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya’
tersebut, mewakili Direksi Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYART'AH BANGUN DRAJAT WARGA, berkedudukan di Wilayah Kabupaten Bantul yang
Anggaran Dasarnya dibuat dihadapan MUCHAMMAD AGUS HANAFI, Sarjana Hukum,

Notaris di Yogyakarta, tertanggal 24 Februari 1993 dibawah nomor 33 dan diperbaiki dengan
akta tertanggal 15 Mei 1993 dibawah nomor 18, yang dibuat dxhadapan Notarns itu Jug1

di bawah nomor 95, kemudian Anggaran Dasar terscbut telah dxrubah dan dxbctulkan di
hadapan notaris itu juga masing-masing dengan akta tangal 30.Mei“1997, nomor 57 dan akta
tanggal 15 April 1999 nomor 22, perubahan Anggaran Daqar tersebut “telah mendapat
pengesahan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia Republik
Indonesia tanggal 9 Oktobcr 2001 nomor C 11068 HT. 01 04 th. 2001 .yang tclah dimuat dalam

hadapan PANDAM NURWULAN Sarjana Hukur‘r’l, Maglster Hukum Notaris di Yogyakarta
dimana perubahan terakhir dibliat dengan aki. tenanggal 17 Apnl 2014 dibawah nomor 11
tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umu : :

Anggaran Dasar yang telah memperoleh Surat Penc 1.0 Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dan Surat Pcnerimaan Pembentahua\_'n Pe ubahan Data Perscroan dari Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ‘tertanggal 19 April 2014, masing-masing
dibawah' nomor: ~ AHU-021724 0"521,2014 dan, AHU-05293.40.22.2014, oleh karenanya
bertindak untuk dan atas nama sérta sah’mewakxh kepentingan Perseroan Terbatas PT. BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT" SYARI’AH BANGUN DRAJAT WARGA berkedudukan di
wilayah Kabupatcn Banml Sela jutnya ’dalam perjanjian ini disebut sebagai
P,IHAK’PERI‘AMA
‘d1 “4e—-fr-—, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku
Direktur Utamaifg'dan dan. oléh karenya untuk dan atas nama scrta sah mewakili kepentingan
Perseroan Terbatas PT BPR Syari’ah--------------- " berkedudukan di Wilayah Kabupatcn Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakana “yang anggaran dasarnya di buat oleh dan dihadapan -------emeevv
Sarjana Hukum_ Not:ms dl Yogyakarta, tertanggal ----------- Juni 2007 di bawah nomor :-------------
ngg: , dengan Keputusan Menteri
Kehaknman-dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: -------—n----- , tertanggal -—----meeen ;
Selanjutnya dirubah untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbdtas dengan akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT tanggal ----------esx,

telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.1 tanggal 24

Januari, 2009 NOmOTF : -vermmeemeneaeee ,» Tahun 2009 dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat tanggal -—-------=---- Nomor—---~----- dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
tanggal -----------o--o-- No.----, dan dirubah dengan Akta Pernyataan - oleh karenanya bertindak

untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan PT. BPR Syariah “cceccemeamaoe.
"Berkedudukan di Wilayah Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta Selanjutnya dalam perjanjian
ini disebut sebagai

PIHAK KEDUA

Terlebih dahulu PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA , selanjutnya discbut PARA PIHAK
menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a.

Bahwa PIHAK PERTAMA memiliki nasabah potensial yang bernama
yang membutuhkan fasilitas pembiayaan MURABAHAH, yang untuk menfasilitasi pembiayaan
tersebut membutuhkan mitra Bank Syari’ah lain.

Bahwa usaha yang diajukan oleh NASABAH kepada PIHAK PERTAMA adalah tidak
bertentangan syari’ah dan undang-undang serta memiliki prospek keuntungan yang baik.

Bahwa NASABAH PIHAK PERTAMA sudah dikenali secara baik akhlak dan kredibilitasnya.



d. Bahwa PIHAK PERTAMA, PTHAK KEDUA, bersedia bermitra untuk menempatkan sejumlah
modal yang diajukan oleh NASABAH PIHAK PERTAMA, dan oleh karenanya PIHAK
PERTAMA ditunjuk sebagai LEADER BANK SINDIKASI, maka dalam hal ini PIHAK
PERTAMA bertindak sebagai Kuasa serta dapat bertindak secara sah mewakili dari PIHAK
PERTAMA, PIHAK KEDUA, serta diberikan wewenang untuk melakukan perikatan
pembiayaan, menghadap dan menandatangani segala bentuk akta terkait pembiayaan
NASABAH didepan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditunjuk.

Berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas, maka para pihak telah saling setuju dan bersepakat

untuk membuat suatu perjanjian kerjasamua penyaluran dana dengan ketentuan dan syarat-syarat

sebagai berikut:

PASAL 1
PENGERTIAN
Yang dimaksud dengan kerjasama penyaluran dana dalam perjanjian ini adalah perjanjian antara
PT. BPR Syari’ah Bangun Drajat Warga, PT BPRS----------——-, untuk secara’bersama menyediakan
dana untuk Nasabah yang bernama ------—------—--, beralamat di . yang akan
digunakan untuk pembelian tanah sebagaimana terurai pada Pasal 3 dalam pe,rj?igjian ini yang
dimohonkan Nasabah kepada dan disetujui oleh Bank. g

PASAL 2
TUJUAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
Menfasilitasi pembiayaan kepada
Bangun Drajat Warga, PT BPRS

pembelian:
» Sebidang tanah pertanian sawah,
» Sebidang tanah pertanian sawah,

”
> PASAL
POKOK PERJANIIAN 7  *
1. Perjanjian kerjasama ini adalah secara bersaii; nyediakan:dana kepada Nasabah yang akan
digunakan untuk Pembelian: - ’
> Sebidang tanah pertanian sz;}vah,'fv
> Sebidang tanah pertanian sayah, %,
Sebagaimmana yang dimohogkaiNasabah “kepada dan disetujui oleh Bank, selanjutnya
disebut sebagai NASABAH‘*:;?AR?&:,;PI%{}_I,{;‘, dengan plafond pembiayaan scbesar Rp.
4.000.000.000.000,- (empat mifyar rlf’gja {)"""’;"' dengan proporsi penyertaan modal BANK
SINDIKASI masing-masirig pihak BANK sebagai berikut :
NO na.BANK | PENYERTAAN [ BIAYA
i MODAL ADMINISTRASI

2. Penggabuééah"'mo&él;::_gcbégaimana disebutkan dalam ayat (1) terscbut selanjutnya akan
disalurkan untuk ‘pembid§aan Murabahah kepada NASABAH, yang teknis pengikatnya akan
dilakuka in., diwakili dan diatas namakan pemegang Hak Tanggungan oleh PIHAK

BERTAMA yang bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari, PIHAK KEDUA,

PASAL 4

: JANGKA WAKTU
Kerjasama penyiluran dana ini dibuat terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan
berakhirnya masa perjanjian atau pembiayaan Nasabah dinyatakan LUNAS.

PASALS
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. PIHAK PERTAMA berkewajiban:

a. Melakukan penelitian dan analisa kelayakan usaha calon nasabah secara standar .

b. Membuat proposal dan rekomendasi kelayakan pembiayaan dari analisa pengajuan
pembiayaan calon nasabah.

c. Menyerahkan modal penyertaan sejumlah Rp. 920.000.000,-(scmbilan ratus dua puluh
juta rupiah)

d. Melaksanakan teknis penyaluran dana kepada nasabah, melakukan pengikatan akad
Murabahah, pengikatan jaminan dan hal-hal yang lainnya yang lazim diberlakukan dalam
realisasi penyaluran dana.

e. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan dan
jaminan. ’



>

f. Melakukan pemantauan atas penyaluran dana yang telah dilaksanakan.

PIHAK KEDUA, berkewajiban:

a. Meneliti ulang (verifikasi, konfirmasi, klarifikasi) atas proposal kelayakan pengajuan
pembiayaan, oleh nasabah yang telan dibuat oleh PIHAK PERTAMA .

b. Menyerahkan modal penyertaan yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 470.000.000,
(empat ratus tujuh puluh juta rupiah) selambat-lambatnya pada saat realisasi penyaluran
dana nasabah.

¢c. Bersama PARA PIHAK BANK SINDIKASI jika diperlukan melakukan pemantauan
pembiayaan.

PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

a. Bertindak secara sah mewakili dan selaku kuasa dari PIHAK KEDUA , untuk melakukan
perbuatan hukum kepada NASABAH yang bernama termasuk didalamnya
melakukan perikatan jaminan berkaitan dengan Pembiayaan kepada NASABAH.

b. Mencrima Pembayaran Pokok dan Keuntungan dari hasil yang diterima dari pihak
NASABAH secara proporsional atas penyertaan modalnya.

PIHAK KEDUA, mempunyai hak:

a. Menerima salinan akad penyaluran dana yang dibuat olech PIHAK PERTAMA dengan
NASABAH. :

b. Melihat dan meneliti keberadaan jaminan.

c. Menerima pembayaran pokok Pembiayaan dan Keuntungan sécira, proporsxonal sesuai
dengan termin dan jumlah yang dibayarkan nasabah berdasarkan surat kesanggupan (
promise ). R 2

PASAL6 .
PENJAMINAN

1. Bahwa Guna menjamin ketertiban pembayaran/k’ewaijan NASABAH kepada PIHAK
BANK tepat pada waktu sesuai dengan yang,| telah dlsepakau ‘gleh BANK dan NASABAH,
maka NASABAH berjanji dan dengan mL menglkatkan “diri untuk - membuat dan
menandatangam pengikatan jaminan dang?"meg erahkan barang jaminannya kepada BANK
sesuai dengan peraturan perundang-undang qyjanggberlaku yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Akad ini. Je barang Jammarf'yang diserahkan adalah berupa :

» Sebidangtanah pertaman s%gah Nilal pertanggungan Rp. 2.345.553.000,-

> Sebidang tanah penaman s’éwah, NllayPenanggungan Rp. 3.502.116.000,-
Jadi total Nilai pertanggungan—.d ngan 2 (dua) jaminan Rp. 5.847.669.000,-

'/a

2. PIHAK PERTAMA ';cbagau}cuasa dan secara sah mewakili, PIHAK KEDUA dalam

NASABAH dengan ketentuan bahiwa apabila NASABAH melakukan perbuatan wanprestasi
maka PIHAK:. PERTAMA»,{ PIHAK KEDUA , mempunyal hak dengan nilai proporsional
sesuai dcngan modal (nasing-masing terhadap jaminan NASABAH yang Hak

PERTAMA ,oleh karena itu PIHAK PERTAMA, PTHAK KEDUA  berhak mcndapatkan
J#jaminan ‘NASABAH dengan nilai proporsional sesuai dengan modal, apabila NASABAH
tersebut 'nelakukan wanprestasi .

PASAL 7
PEMBIAYAAN BERMASALAH
Jika Pcmbnayaan Murabahah yang dilakukan antara PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
dengan NASABAH PIHAK PERTAMA yang bernama--------------------- menjadi bermasalah,
maka untuk penyelesaiannya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan bilamana diperlukan akan
dibantu oleh PIHAK KEDUA.
Resiko yang timbul karena kelalaian NASABAH dalam membayar hutang Pembiayaan
Murabahah ditanggung secara proporsional berdasarkan penyertaan modal dari para pihak.
Apabila nasabah dengan sengaja melakukan kelalaian dalam hal Pembayaran maka akan
dikenakan ta’widh dan denda, maka perolehannya dibagi secara proporsional antara PARA
PIHAK berdasarkan pada modal yang telah diserahkan.
Jika penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut sampai pada tindakan cksekusi jaminan,
maka hasil penjualan jaminan yang ada dibayarkan secara proporsional sehingga lunas seluruh
hak pembayaran dann NASABAH.



- PASAL 8-
PEMANTAUAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN

PIHAK PERTAMA untuk tujuan pengendahan pembiayaan harus melakukan pemantauan,
pencatatan dan pelaporan secara periodik sehingga dapat dideteksi perkembangan dan atau
permasalahan pembiayaan.
Hasil pemantauan yang mengarah pada keadaan yang berpotensi bermasalah harus dicatat dan
disampaikan kepada PIHAK KEDUA.,

PASAL 9

LAIN-LAIN

Bahwa biaya administrasi, fee leader SINDIKASI yang dipungut dari nasabah para pihak akan
ditentukan pada saat palaksanaan akad pencairan dana.
Segala sesuatu yang belum diatur akan diatur di dalam adenddum perjanjian ini dan merupakan
satu kesatuan dari perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Demikian kesepakatan kerjasama penyaluran dana ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik
baiknya oleh para pihak, semoga Allah SWT memberikan Rldho-Nya dan melimpahkan keberkahan
kepada kita semua. Amin.

BPR Syari’ah Bangun Drajat Warga

DANA SUSWATI, SE
Direktur Utama

BPR Syari’ah

PARA PIHAK yang mengadakan kesepakatan g
PIHAK PERTAMA SAKSI PIHAK PER: MA

(MARDIYANA, SPd)

PIHAK KEDUA SAKSI PIHAK KEDUA



PERJAMNIIAN KERJASAMA

EENYALURAN DANA MURABAHAH
NOMOR

Parjanjian ini disepakati dan ditandatangani di Yogyakarta pada, hari Selasa tanggal
empat belas bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas Pukul 10.00 WIB oleh dan antara
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. bertindale  dalam  jJabatannya  selaku  Direktur  Utama,  bertermpat  tinggal  di

Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dari dan dleh
karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili  kepentingan Persercan  Terbatas
. berkedudukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, didirikan
berdasarkan Akta No. B0 Tanggal 22 Juni 2007, dibuat dihadapan Wahyu Wirgono, 5H., Motaris di
Yogyakarta dan telah memperakeh pengesahan Menteri Hukum dan Halk Asasi Manusia Republile
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Mo. C-00784 HT.01.01-TH.2007, Tanggal 11 Qktober
2007, dan telah diumumkan dalam Berita Megara Republilk Indonesia tanggal 11 Qktober 2007,
dan diubah dengan Akta No. 72 Tanggal 15 Agustus 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Hulkum
dan Hak Asasi Manusia Republil Indonesia Mormor: AHU-73456. AH.01.02. Tahun 2008 Tentang
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang ditetapkan pada tanggal 14
Qktober 2008 dan diubah dengan Akta Mo. 33 Tanggal 13 Februar 2010 Tentang Pernyataan
Keputusan Rapat Urmnum Saham Luar Biasa dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  berdasarkan  Surat Keputusan Moo AHU-
2B027.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 02 Juni 2010, dan diubah dengan Akta No. 101 Tanggal 22
Maret 2011 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang
kesermuanya dibuat dhadapan WAHYU WIRYONQ, Sagana Hukum, MNotaris di Yogyakarta
sebagaimana termaldub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar aleh
Kernenterian Hukurm dan Hak Asasi Manusia Republile Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-29751 dan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Persercan oleh Kermenterian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republic Indonesia Momor AHU-AH.01.10-29752  keduarnya tertanggal 20
Seprernber 2011, dan terakhir diubah dengan Akta Mo. 01 Tanggal 01 Maret 2012 Tentang
Perryataan Keputusan Rapat Umum Permegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan WaAHY U
WIRYONQ, Sarjana Hukum, MNotaris di Yogyakarta sebagaimana termalktub dalam  Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republic Indonesia Momor AHU-AH.01.10-12698 Tanggal 16 April 2012, sah bertindal
untuk dan atas nama PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia, === s=-==eemeemee e cem e e ce e e e e e e e

Untuk selarjutrya disebut sebagai PIHAK PERTAMA «-xxascesxescess e smasssnsm s anssm s amms s s smmnmss

. Sarjana Ekonori, Direktur Utarma, bertempat tinggal di
Daerah  Istimewa  Yogyakarta, bertindak  dalam Jabatannya  selaku Direktur Utame
 dan okeh karenanya bertindak mewakili untuk dan atas nama
berdasarkan akta pendirian PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah tertanggal 29 Maret 2006 nomor
B4 yang dibuat dihadapan Wahyu Wiryono, Sarjana Hukum Motaris/PPAT di Yogyakarta dan telah
disabkan aleh menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 14 Mowember 2008 nomar
AHU-BE1E0AM.01.02 Tahun 2008 yang berkedudukan dan beralamatkan dijalan Ngasem nomor
B0 A, YO0 YRR LA, == e e e e e

Untuk selanjutrya disebut sebagai PIHAK KEDUA =«-«sssxsessssssesnm s sesnss smssnss smsses s ms sessnms s




Sarjana Pertanian, Direktur Utama, bertermpat tinggal di
Dalarm hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya untuk
dan atas nama serta sah mewakili kepentingan PT. BPR Syariah © " berkedudukan
dikabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akta pendiriannya dibuat tertanggal 07
Februari 2007 no 24 yang kesemuanya dibuat dihadapan WAHYLU WIRYONO, Sarjana Hulkum,
Motaris di Yogyakarta dan telah disahkan oleh menteri Hulbum dan Halk Asasi Manusia RI,
sebajaimana termaltup dalam surat keputusan tertanggal 20 Nowvernber 2001, Momor C-562. HT
0=.01-TH.2001 yang anggaran dasarnya telah diperbaiki dihadapan WAHYU WIRYONO , Sarjana
Hukur, Mataris di Yogyalkarta dimana perubahan tersebut dibuat dengan akta tertanggal 15
Agqustus 2008, Momor 74, perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan
dengan keputusan menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19
MNovernber 2008 dibawah nomor AHU-BZ537.AH.0L.02, tahun 2008, ==-s===smsemememcem e e cm e e e e
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA ------=s=ms s emesee e e e e e e e e

; Sarjana Ekonomi, Direktur Utama, bertempat tinggal di

Calam hal ini hertmdak dalam Jabatanrya selaky Direktur Utama dari dan aleh kKarenanya untuk
dan atas nama serta sah mewakili kepentingan PT. BPR Syariah *
berkedudukan dikabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang alkta pendirianmya d|buat
tertanggal 24 Februari 1993 no 33 dan diperbaiki dengan akta tertanggal 15 Mei 1993 no 18 yang
kesermuanya dibuat dihadapan MUCHAMMAD AGUS HAMAFI, Sarjana Hukur, Motaris di
Yogyakarta dan telah disahkan oleh menteri Hukurm dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana
termaktup dalam surat keputusan tertanggal 10 Juni 1993, Nomor C2-4457, HT 01.01-TH.1993
dan telah dimuat dalam Tambahan Berita Megara Republik Indonesia tertanggal 26 Movember
1893 no 95, kemudian Anggaran Dasar tersebut telah diubah dan dibetulkan di hadapan Motaris
ity juga masing-rmasing dengan Akta tanggal 20 Mei 1997 no &7 dan Akta tanggal 15 April 1999
no 22, perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dengan Keputusan
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 Qktober 2001 norar C-
11068 HT.01.04.TH.2001, yang telah dimuat dalam Tambahan Berita Megara Republik Indonesia
tertanggal 2B Desember 2004 no 104, yang kemudian Anggaran Dasar tersebut telabh diubah
beberapa kali dengan akta yang dibuat di hadapan PANDAM MURWULAM, Sarjana Hukum,
Maqgister Hukum, Motaris di Yogyakarta dimana perubahan terakhir dibuat dengan akta tertanggal
20 April 2009 no 9 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan dan
Perubahan Anggaran Dasar yang telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Halk
Asasi Manusia Republik Indonesia dendan Surat Keputusan tertanggal 20 Juli 2009 normor AHL-
36165.AH.01.02 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 12
Movernber 2009 nomor @ AHU-AH-01.10-202¢7, serta berdasar Berita Acara Rapat Umum
Pernegang Saham Tahunan tertanggal 12 Maret 2010 yang aslinga bermeterai sulkup, dilekatian
pada minutarmya akta ini. =========e=———————

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT ---- === ssemmm e e om e e e e e e e

, Sarjana Imu Pemerintahan, Direktur Utama, bertempat tinggal di
. Balam hal ini bertindak dalam jabatanmya selaku Direktur Utama dari dan
aleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakii kepentingan PT. BPR Syariah "
", berkedudulkan dikabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akta
penditianiya dibuat tertanggal 25 Juli 1992 no B4 yang dibuat dihedapan UMAR S1AMHUDI,
Sarjana Hukurm, Motaris di Yogyakarta dan perubahan pertama tanggal 7 Januari 1993 dan
perubahan kedua akta tertanggal 26 Mei 1993 kesermuanya dibuat dihadapan UMAR 51AMHUDI,
Sariana Hukum, MNotaris/PPAT di Yogyakarta dan telah di sahkan oleh Menteri Kehakiman
Fepublik Indonesia, sebhagaimana ternyata dari Surat Keputusan tanggal 11 Juni 1993 nomor C2-
4555 HT.01.01.TH 19932, Perubahan terakhir dengan akta nomor 32 tanggal 16 September 2009
dihadapan MNotaris Doktor Hendrikus Bodi Untung, Sarjana Hukum, Magister Managemen yang
telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republil Indonesia
dengan Surat Keputusan nomor AHULE1669.AH.10.02 Tahun 2009 tanggal 20 Olkbober 2009, ------

Untuk selanjutrya disebut sebagai PIHAK KELIMA -««xxessesmasemn smssens smasess smsses s ms sesmnmsnes




Terlebih dahulu PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIEA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK
KELIMA, selanjutiya disetbut PARA PIHAK menyatakan hal-hal sebagai terikut @ -=mm-mem——e——————-

Batwa PIHAK PERTAMA memiliki nasabah potensial wang membutuhkan fasilitas pembiayaan Jual
beli, yang untuk menfasilitasi pembiayaan tersebut membutuhlan mitra Bank Syariah lain o s-e=-------

a. Bahwa proyek usaha yang diajukan oleh MNASABAH kepada PIHAK PERTAMA adalab tidak
bertertangan Syari‘ah dan undang-undang serta memiliki prospel keuntungan yang baik, -==------
b. Bahwa MASABAH PIHAK PERTAMA sudah dikenali secara bailk akhlak dan kredibilitasnya (=-======--
c. Bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA, bersedia bermitra
untuk menempatkan sejumlah modal kerja dalam proyek yang digjukan aleh NASABAH PIHAK
PERTAMA, dan atas kesepakatan para pihak maka dalam hal ini PIHAK PERTAMA bertindak
sebagai Kuasa serta dapet bertindalk secara sah mewakili dari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA,
PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA, =======mamecem e e s e e e e en e e e e e e s e e e e e e

Berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas, maka para pihale telah saling setuju dan bersepalat
untuk membuat suatu perjanjian kerjasama penyaluran dana dengan ketentuan dan syarat-syarat

SEDACA DEFTMLIL =xm = e o m e e e e o e e e s e e e e e e e e e e

Pasal 1
Pangertian

Yang dimaksud dengan kerjasama penyaluran dana dalam perjanjian ini adalah perjanjian antara
PT. BPR Syari'ah ;. PT. BPR Syari'ah ;, PT. BPR Syari'ah
, PT. BPR Syari'ah dan PT. BPR Syari'ah
untule secara bersama-sama membiayai suatu prowek usaha milike MASABAH

Pasal 2
Tujuan Parjanjian Pembiayaan

1. Menfasilitasi pembiayaan kepada secara Murabahah (MBA) bersama-sama antara
FT. BPR Syariah » PT. BPR Syari'ah » PT. BPR Syariah
 FT. BPR Syari'ah dan PT. BPR Syariah wang

selanjutnya disebut NASABAH PARA PIHAK, ----e--mmcmemee-
2. Fasilitas PT. BPR Syari'ah . PT. EPR Syari‘ah . PT. EPR Syariah
. PT. BPR Syari'ah dan PT. BPR Syari‘ah . adalah

Murabahah, ========s=s=sme e eeee e e e em e e e e e e
Pasal 3

Pokok Perjanjian

1. Perjanjian kerjasama ini adalah penggabungan dana antara pihak yang ditujukan yang akan
diunakan untuk Medal Kerja selanjutnya sebagai MASABAH  PARA PIHAK  sebesar Rp.
550.000.000,- [ Satyr Mifvar Rupiafr ), dengan proporsi penyertaan modal masing-rmasing

SEDAAT HETILIL 3 == em e mems an s em o n s em e o em e wm i £ e £ i £ i e 2 e 2 e e e

a. Pihak Pertama, sebesar Rp. 325.000.000,- [ Tig Ratus Dua Fuilh Lina Juta Bupigh ) -=—=---—--
b, Pihak Kedua, sebesar Rp. 75.000.000,- [ Fufef ALl Ling 3 RUEi | -—=-===mmeeeeeeeeeeeea
< Pihak Ketiga, sebesar Rp. 50.000.000,- [ Lirg Pl Jfa RUpigh ) =-=--mee e e emem e e e e
d. Pihak Keempat, sebesar Rp. 50.000.000,- (Léng s Aids RUppah ) mmeeeeeseeeeesece e e ceceeens
e.  Pihak Kelima, sebesar Rp. 50.000.000,- (£4na FAuf Jda BUpaf ] -mememeesesemem e e e ee e



2. Penggabungan modal sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) tersebut selanjutnya akan
disalurkan untuk pembiayaan Murabahah  kepada MASABAH PARA PIHAK, yang teknis
pengikatannya akan dikkukan oleh PIHAK PERTAMA yang bertindak untuk dirinya sendiri dan
gelaky kuasa dari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA, ----=-==----

Pasal 4
Jangka Waktu

Kerjasama pernyaluran dana ini dibuat untuk jangka waktiu 04 [ Empat ) bulan mulai terhitung sejalk
tanggal 14 Oktober 2014 dan berakhir pada tanggal 14 Februar 2015, === -=mmemcmmmeeneecaneeees

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. PFihak Pertama berbewajiban ==m-smsmmmmm o e oo e e oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
2. Melakukan penelitian dan analisa kelayakan usaha calon nasabah secara standar .--=-=-==-=----
b.  Menyampaikan relomendasi kelayakan pembiayaan dari analisa pengajuan pembigygaan calon

P53 # == mm wm = e mm e e e e e e e s i o e

< Menyerahkan modal penyertaan sejurnlah Rp. 325.000.000,- [ Tigz fatfus Dug Pulih Lima Juta
Rupah ),
d. Melaksanakan teknis penyaluran dana kepada nasabah, melakukan pengikatan  akad
Murabahah, pengikatan jaminan dan hal-hal yang lainnya yang lazim diberlakukan dalam
realisas pemyaluran Qaina 4= == ==s====mm== e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
e. Menata usahakan pembiayaan secara profesional dari dana Murabahah,--=-=- s e=sse e e ee e e ens
f. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen yang berkatan dengan pembiayaan dan

JT YR = = === = e e e o o e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e

J. Melakulkan permantauan atas penyaluran dana yand telah dilaksanakan (===ssm=m==sseseeae ==

2. Pihak Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima, berkewajiban ===s-ss=ssss e s e e e m e e e
a. Meneliti ulang (verffikasi, konfirmasi, klasifikasi) atas proposal  kelayakan pengajuan
permbiayaan okh nasabah yang telah dibuat oleh Pihak PErama ====s=ss==se e e o e e

b.  Menyerahkan modal peryertaan masing-masing sebagai berikut ss-mm-s- e emee e e e e

- Pihak Kedua, sebesar Rp. F5.000.000,- [ T Fufuf Lima Jda RUpHan ) seeeeseeeeeeeeeaes

- Pihak Ketiga, sebesar Rp. 50.000.000,- (L4103 Puful 23 RUPEH Y —-mmem e e

- Pihak Keempat, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Fudif g3 BUpiaR ] -s-=seess=seeeeeeeeee-

- Pihak Kelima, sebesar Rp. 50.000.000,- (£ Pulih 2t BUDIR Y - -emememmemem e e
selambat-lambathya pada saat realisasi penyaluran dana NaGALAN, ==========sasaamamemm e emanas

. Jika diperlukan melakukan pemantauan pembisyaan Secara bersama-5ama === =-==-=============

3. Fihak Pertama mempuniyal Hak =======ssemee e e e s e e e e e e e mmm e e e e e e e e e e
2. Menerima Pembayaran Pokolk dan Bagi Hasil dari hasil yang diterima dari pihak nasabah
secara  proparsional atas peryertaan modalmya, ===========emsmem e e e e e e e s

b. Mendapatlkan Bizya Administrasi secara proporsional modal yang disertakan, ===-=-=====aseeuum--
< PIHAK PERTAMA sebagai kuasa dan secara sah mewakili PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA,
PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA dalam petjanjian ini mendapatikan  halk untuok
rmemagang Hak Tanggungan terhadap jaminan MNASABAH PARA PIHAK dengan ketentuan
babtwa apabila NASABAH PARA PIHAK melakukan wanprestasi maka PIHAK KEDUA, PIHAK
KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA mermpunyai hak dengan nilai proporsional
sesuai dengan modal masing-masing terhadap jaminan NASABAH PARA PIHAK yang Hak
Tangqungannya dipegang oleh PIHAK PERTAMA, -==-=smsmm e e cm e e e e e e oo e e e

4. Pihak Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima mempunyai hak =-===s--s=ee e e s e eemee e
2. Menerima salinan akad penyaluran dana yang dibuat aleh Fhale Pertama dengan nasabah. ---

b.  Melihat dan meneliti keberadaan JAMINAN. =====s======- === e e e e e e e e e e e e e

< Menerima pembayaran pokok Pembiayaan dan bagi hasil secara proporsional sesuai dengan
termin dan jumnlab yang dibeyarkan nasabah berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan
Permbiayaan [ 5P3 ) yang telah disetujui pihak nasabah.




d. Mendapatkan Biaya Administrasi secara proporsional modal yang disertakan, ==s==s===s=ase=aa=-
. Meskipun Permegang Hak tanggungan atas jaminan MNASABAH PARA PIHAK dipegdang dleh
PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGEA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA
berhak Mendapatkan jaminan NASABAH PARA PIHAK dengan nilai proporsional sesuai dengan
modal, apabila nasabah para pihalk tersebut melakukan wanprestasi. ==---=s=-==eemeameeeeeee.

Pasal 6
Pambiayaan Barmasalah

Jika Pembiayaan Murabahah yang dilakukan antara PIHAK PERTAMA dengan MASABAH PARA
PIHAK menjadi bermasalah, maka untuk penyelesaiannyga dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan
bilamana diperlukan akan dibantu okeh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan
Resiko yang timbul karena kelalaian NASABAH PARA PIHAK dalam membayar hutang Murabahah
ditangqung secara proporsional berdasarkan penyertaan modal dari para pihak, =========eeeeeee---
Apabila nasabah dengan sengaja melakukan kelalaian dalam hal Pembayaran maka akan
dikenakan ta'widh, maka perolehanmya dibegi secara proporsional antara PARA PIHAK
berdasarkan pada MOdal. ====s=====smesssesseseseseeess e an s aseses s es sranan s me e en s am mn an mm e mn mm mm em e e
Jika penyelesaian pembizyaan bermasalah tersebut sampai pada tindakan eksekusi Jaminan,
maka hasil penjualan Jaminan yang ada sebelurmn dikurandgi bigya yang di keluarkan dalam proses
eksekusi Jaminan maka akan dibayarkan secara proporsional sehingga lunas seluruh hak
permbayaran dar NASABAH PARA PIHAK, == -m-=memem e s e e e e e e e e e e e e e em e e e
Jika penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut diselesailkan melalui Badan Arbitrase Nasional
(BASYARMAS) danfatau Kantor Pelayanan Kekayaan Megara dan Lelang (KPKNL) dan/atau
Pengadilan Adama danfatau Pengadilan MNegeri danfatau dengan cara-cara lain yang tidal
bertertangan dengan hulkum yang berlaku, malka biaya-biaya yang timbul atas peryelesaian
permbiayaan tersebut ditanggung dleh PARA PIHAK terlebih dahuly yang kemudian akan
dibebankan kepada NASABAH PARA PIHAK. ===smmsaseses e cscsseem e e en emem e e e e e e e e e e

Pasal 7
Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan

PIHAK PERTAMA untuk tujuan pengendalian pembiayaan  harus melakukan  pemantauan,
pencatatan dan pelaporan secara periodilk, sehingga dapat didetelsi perkembangan dan atau
pemasAlanan e MEHaAAN. == == === mm e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Hasil permantauan yang mengarah pada keadaan yang berpotensi bermasalah harus dicatat dan -
disampaikan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA, ====----

Pasal 8
Penyelesaian Parselisihan

Apabila dalam kerjasama ini tedadi perbedaan penafsiran danfatau pelaksanaan ketentuan-
ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka para pihak bersepakat untuk menyelesailkan
secara musyawarah dan kekeluargaan yang dilandasi akeh nilai-nilai Syariah Islam, ==----=e=-aa---
Apabila pernyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan mufakat, maka para pihak
bersepakat untuk mernyelesaikannya meklui Badan Arbitrase Syariab Masiohal [BASYARMNAS]). =-=--
Batwa selain permilihan prosedur peryelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
tersebut diatas, maka PARA PIHAK bersepakat untuk meryelesaikan sengketa atau perselisihan
tersebut melalul proses Pengadilan Megeri O Yogyakarta danfetau Pengadilen Agama di
Yogqyakarta maupun Pengadilan Megeri danfatau Pengadilan Agama  lain yang benwenang
dimanapun dalam Wilayah Republik Indonesia.



Dermikian kesepakatan kerjasama ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya oleh para
pihak, semogda Allah SWT memberikan Ridho-MNya dan melimpahkan keberkahan kepada kita semua. -

AT , #mememmsem s nm s nm s enm s en o e e e 2 e e i e 2 £ 2 £ 2 e £ o e e e e

Yang Mengadakan Kesepakatan

PIHAK PERTAMA SAKSI PIHAK PERTAMA
PT. EPR SYARIAH

Direktur Utama Direlktur

PIHAK KEDUA SAKSI PIHAK KEDUA
PT. BPR SYARIAH

Direktur Utama

PIHAK KETIGA SAKSI PIHAK KETIGA
PT. BEPR SYARIAH

Direktur Utama Direktur

PIHAK KEEMPAT SAKSI PIHAK KEEMPAT
PT. BPR 5YARIAH

Direktur Utama Direktur



PIHAK KELIMA SAKSI PIHAK KELIMA
PT. BPR SYARIAH

Direktur Utama Direlkctur



HASIL WAWANCARA

BPES Madina Mandin Sejahlera
MNama : Bapuk S1gl Junaeds

Jabatan: General Munager Murketing

1. Respon Bunk lerhadap [alwa lentang Pembrayaan Simdikas

Selaku Lembugs Kewangan Syariah yvang berkecimpung di syvariah maka segala
sesualunya harus berdasarkan syariah alau dengan kelenluan vang berluku. Unluk
memastikan  bahwa kila 1w bergerak dun beroperasi secara syanah muka
dibulubkan dasar hukum. Yang berhak unluk meneniukan bahwa sesualu yvang
dilakukan oleb bank syanah lu sudab sesuat dengan prnsip syanah alau belum
lu adalah Dewuan Pengawas Syariah (DPS) mengawas: Bunk dalam melakukun
kegralunnya dalam skala bank sapa. Namun uniluk skala nasionalnya valu Dewuan
Syunah Nasional (DSN) vang mengeluarkun [alwa  [alwa lerkal vang berlaku
uniuk seluruh perbankan svarah nasional.

Dewun Syanabh Nusional leluh mengeluarkun  [alwa mengena pembiavaan
sindikast vailu No. 9UDSN-MULTY 2014 vane menjelaskan mengena Dewan
Svanah  Nasional membolebhkan Lembaga Kewangan  Syanah melukukan
smdikast alas salu nasabah baik dengun sesama Lembaga Keuwangan Syunuah
maupun dengan Lembaga Kewangan Konvensional., Setelah keluamya (alwa

lersebul, bunk syanah sudah Gduk memibiki keraguan lag babwa yang dilukukan



sudah sesuw dengan svanah alauw belum, karena sudah diperbolebkan oleh
Dewun Syvunab Nasionul muka sudub ada keiletapan dasar hukum syvanah babwa
hal lersebu Gdak melangear svunah, sepamuang mengikull kelenluan  vang
dipersvaratkun oleh [alwa lersebul. Dengan adunya [alwa mengena pembiayaan
smdikast lersebul, bunk merusa lerbunilu kareny sudab adanya dusar hukum yang
jelas.

Seqauh 1 BPRS MMuadina sudabh melakukan pembiayaan smdikas. Selama m
BPES MMadina melakukan sindikasi dengan sesama Lembuags Keuwangan Syanah
dengun BPRS lannya, vang berada & Yogyvakarla maupun di Juar Yogvakarla
yallu BPRS Sragen, dun BPRS Solo.

Pembavaan sindikast vang biasa i lakukon oleh BPRS Muading vale uniok
membiayvan modal kema perumahan dun pembelhun rumah, Unluk  bulun
MNovemher 2018 i BPRES Mading sehaga Leader dua kali melakukan sindikas.
yvang perluma dengan BPRS Solo dun BPRS Sragen unluk membiava pembehun
rumiah seharga Bp 5.2 mubar. Modal dan nasababh Bp 1,35 nuliar maka bank
membiavia sehesar Bp 3850 nubar dengan masing  masing porst modal yailu
BPRS MMadma Ep 630 jula, BPFRS Solo Ep 350 juia dun BPRS Sragen Rp 2850
nuliar. Dun vang kedua vallu sindikasi dengan BPRS Stagen unluk membiayva
modal kerja perumahan unluk pembehan malenial dan bahan  bahun pembuatun
Tuniahn va vl sebesar 2 muhar

BPRS Madma dalam melakukan pembiavasn sindikast mengikuti aluran, akad

lerpenubt dan Gdak melmggar alurm dan kelenluan dan Gawa, Dalam



melakukan penkatan, BPRS Madina melakukannya dengan sesama Lembaga
Kewangun syunah. Dengan begilu dokumen dokumen yvung diperlukan dalam
pembavaan sindikast disalukan atau dikumpulkan menjadi salu dosalu bank
vallu i BPRS Mudina kurena sebuagan leader dulam pembiayauan mi.

Proses pembayaun sindikast dalum BFRS 3ading dengan Lembuaga Kewangun
Konvensional hampir sama, melamkan pada akad vang membedakan. Dun
blasunya musing  muasmg bank sudabh menuhb alaw memiliki lerlebih dabulu
hunk  hank yvang akan digjak bersindikasi. Karema adanva kedekalan anlar
direksi, lokas:, merasa cocok karenma suduh beberapakah melukukan simdikas:
bersama. Apabila pembiavaun lerlalu besar muka akan menawarkan kepada bank
lain, namun vang perlama kah digjak bersindikas: biasanya bank bunk yang
sudah pemah atau sermg melukukan kerjusama.

Apahila pembiayvaan dilskokan dengan salu Bank saja maka dalam melakukan
smdikast  hunya memerlukan  perselujuan alau konule pembiayvaan dengan
miemal bunk alau bank 1w sendm. Apabila komile pembiayaan, direkst sudah
seluju maka langsung bisa dilukukaomya skad dan pencairan. Namun uniuk
pembiayaan smdikasi, harus dengan perselujuan semua pihak peseria sindikas.
Jadh, wang menjadi kendalanya  vatlu unluk menemukan Gk lemuo aiao
menvalukannya, Karena bunk sulu dengan vang lan mempunya svaral, biava
admunisirast, sislem angsuran, kebijakan dan standar vang berbeda beda
Yogvakarla letih  banvak  pembiayvasn nukro, karena Yogyakarla  bukan

merupakun kota industrn. Pada umumnya nasabab vang membuiubkan duna yang



hesar, lungkah perlama vailn memilih ke Bunk Umom bukan BPRS dikarenakan
rale i Bunk Umum lebth murab dibundmgkan dengan BPRS. TPada Bank Umum
hiasan va mengngnkan pembiavasn dengan usaha mininl 2 lahun alaw lebah,
sedungkan i BPRS wunluk hal lersebul dapal dipertmbungkan kembali, Jads,
pada BPRS bersilal lebih (Teksibel. Dikarenakuan Yogyvakarila bukan kota mdusin,
maka sedikillah nasabah vang melakukan pembiavaan dengan nomumal vang
besar. Kualaupun ady, nasabab lersebul vang tduk di biava oleb Bunk umum
hiasan va dikarenakan masalab legalitas, jaominan, Gsibihily vsaha 3Taka nusabah
lersebul vung dibiavan oleh BPRS. Ada beberapa Bunk Unmum vang memblack
list jemis  jemis wsaha lerienlu, misalnya perumahan dan ransporiass. Maka
nasahah lersebul lan ke BPRS. Selan mencan nasabah dalam kola, BPRS juga
mencar] nasababh d Jwar kota. Ada beberapu nusabuabh vang mengngmkan
pembavaan vang bersilfal cepal conlohnya pembelian rumah. Buank Unmum pada
unumnyia prosesnya relabi[ama, apalag vang modal hnuinya berada & kanlor
pusal, maka proses akan sangal Jama. Diharuskan unluk ada perselujuan,
pengecekan & kanlor puosal, maka akan memakan wakio lama Ada beberapa
nasabah yang membulubkan wrgent dana maka nasabab kebanyuakon lar ke
BPRES vung relaiive lebih cepal.

Fatwa lersebul dibual Gidak secara dela], hanyva rambu rambunya saa. Bubhwa
dibolehkarmya  dilakukun  kerjasama  pembiayaan smdikas dengan sesamu
Lembaga Keuangan Syvunah ataupun anlar Lembaga Kevangan Syanah dengun

Lembuagyn Kewangan Konvensional., Hanyva saja unluk dokumen apabila sesama



Lembagn Keuwangan Svunah muaka dapal di jadikan salu, namun unluk antar
Lembuagu Kewangun Syvurah dan Konvensional, muka dokumen iersebul huarus
pisahkan awar lerhindar dan percampuran dengan hal vang nhawi.

Dewuan Penguwas Syvanah (DPS) Giduk hanya melakukan pengwasan lerhadap
pembivaan saja, namun lerhaduap selurub operasional BPFRS Muadina, Numun
vang vang lehih wlama pada pembnavasn. Karena vang letih nskan uniok
melinggar mengenal kesyanahanmya yallu pembiayaan, lerkal dengan akad
akadnyva, proses hagd hasil, margn. D1 BPRE Gdak semuoa nasabab dimmiakan
DP%, DPS ruim melakukan sampling lerthadap dokumen  dokumen pembiavaun
nasabah, Apabila bank megeluarkan produk atau jenis buaru, maka berkonsullas

lerlebih dahulu dengan DS,



BPRS Bangun Drajal Warga
MNuama : Bapuk Mardivono

Jabatan: Dareks BPRS Bungun Drajal Warga

1. Respon lerhadap Galwa vailu kila bisa nya sani na wa'alha'na, lelap dalam
operasionalnya kila harus mehibaltkan Dewan Pengawas Syanah miem. DIPS
BPRS BDW sendin beropim hahwa  pembiayaan  sindikasi  lersebul
diperbolebkan letam banya boleh dengun sesanma lembuga kewangan syanah.
Jadh, musal BPRS BDW 1m mengajak alaupun diajak oleh lembaga keuangan
konvensional kila tdak diperkenunkan. Dun pembolehan dan pembiavaun
sindikast m1 karena untuk dupal lelap membenkan layvanan kepada nasabah
vang sekarang sudah menjadi besar. Kuarena lerhalang oleh BAMPD vang
dimuhki oleh bank. Jadi dengan adanva smdikast m, bunk lelap  dapal
melayan nasahabh yang mengingnkan pembiayaun vang jumlabnya kecil
alaupun besar.

2 Sudah mengaunakan akad sindikas, beberapa nasabah sudah dibiaya dengan
akad smdikasi. Bak sebagw Ieader aluupun sebuga peseria aluu anggola
sindikas.

3. Dagunukun unluk modal keru, properly, mvestast. Namun kebunyakan aluu
vang palmg hesar vallu digunak an uniuk modal kerja.

4. Uniuk nasahah BPRES BDW sendin, apabila BPRS BDW sebuaea feader muka
nasabah smdikasinya vailu nasabah Jlama alaw nasabah vang sudah BPRS
BDW hiaval sejuk usaha lersebul masih usaba kecil hingea usahanya lerus
lumbub menjadi besar dan bagus, Pada saal wsaha semakin besar, maka
diperluk annya modal vane semakin besar. dMaka dana vang dimgankan

nasababh semakm besar. Namun, karena lerkait BMPD, agar bunk Gdak



melangear kelentuan dan OJK dun Bl muaka bank mengaguak  kenasama
dengan bunk lain unluk melakukan sindikasi.

Cara lain unluk mendapatkan nasabah vale dengan cara door o door,
promosi, membenkan mlomast ke perusahaan-perusahasn dun Lan-lan.
Kelebihan dan BPRES BDW 1 vatlu kecepalannya. Karena biasanyva di Bank
umun wiklo yvang dibulubhkan dalam prosesnya lama Sementara kebuluhan
dana dun nasabah lersebul vang krusial atau cepal. Misalnya dalam waklu 5-7
hari 1l harus s1ap, nuaka BPRS BDW herusaha membidik ke hal lersebul.
Apabla BPRS disandingkan dengan Bank umum masalah bagn hasi] atau
margn lu kalah, Muka BPRS mencoba mencan celah unluk kelehihan yvang
bisa diambil, yailu wakiu.

Kendala dalom melakukan sindikas: yalu sumber dava muanusia & BPRS
BDW dalam menganalisa pembiavaun besar alaupun corporate 1lu belum
menpunyal kemumpuan vang lebih. Menvalukan beberapa lembaga keuangan
syariah vang masing-masing mempunyal mangjemen, SO, vist nusl vang
berbeda muka dengan kebidaksamuan lersebul sesama bunk  harus senng
heriemu, herdiskusi lentang heniuk akad, (enlang sysiem pengembahan dana
nyva dun sebagumya.

Proses sndikasi secara global, ketika bunk memperoleh calom nasabhah
selunjulnya nasababh mengs [om permohonan pengguan pembiayaan dun
membawa  perlengkapan-perlengkapan dokumen  permohonan yang
dibulubkun seperti dala pnbadi, dala perusahaun, dala penanan, laporan
kewangan dan lan-lam. Selunmjulnya bank melakukan regsier, apabila plalon
tiatas BMPD maka bank melakukan penawaran kepada heherapa BPRS vung
lammnyva buhwa BPRS BDW mempunya nasabah yvang polensial, selunjulnya
menerangkan latarhelakange nasabah, polenst, janinan, keamanan seielah 1o
BPRS lon  yang akun  dypadikan anggola smdikast diundang unluk
dipreseniasikan mengena proposal calon nasabah vane akan dibiayval. Seialah

presentast bunk melakukan survey lapuangan, berlemu dengan calon nasabah,



mehhal janunan, wsabha dan lempal Onggalnyva. Lalu leqgadi diskost alao
negosias] mengendl berapa jumlabh dana yvang akan diberkan, jungka wuakiu,
margn, hag hasil dan sebagainva. Selanjuinya, melakukan konuile Jagn unluk
menuluskan pembiavaan lersebol akan seperil apa, apakah permohonan
lersebul  dilemma  alauw  bdak. Selelah  ada penulusan  lersebul,  lalu
pengadmimisirasian. Adnunisirasi yvang perlama vailn akan membuoal 3ol
alau kerjusama dengun lembaga kewangan syanah yang akan menjadi peseria
alan angeola sindikast uniok membenkan pembavaan sindikasi. Selalah
Mol disepukaty muka ada hak dan kewapban masing-masing bank, berapa
share modal masing-masing bank, aluran jumunan,  aluran apabila ada
wanpreslas dan sebugamya. Setalah MoU oke, bank akan membual sural
kepulusan pembiavaan alan SKP dan disampakan kepada calon nasabah
bahwa kepulusan dan rapal komile pembiayaan sindikas vang  digjukan
diseluyju dengan membenkun pengeriian mengena plalon berapa, angsuran
herapa, jangka waklu dan svaral-syaral. Selelah calon nuasabah menvelupn
maka dilukukan nya akad pembiavaan, lemmasuk pertkalan dengan notans lalu
pencairan. Pada saal pencairan jugn dilakukan pembinaan angsuran hingea
nasabah selesa.

Alhamduhllah sudah mengikuli agluran dan MUL Kuarena BPRS BDW
herkonuimen babwa merupakan salub salu lembuaga keuwsngan syariah, maka
harus sesua dengan kelentuan MUTL Duan DPS kami nunimal 3 bulan sekah
melakukan  pemenksaan  lerbadap produk yang BIPRS BDW  benkun,
pembiayaan, lahungan, deposilo vang tibenkan. Apabla ada kepenlmgan
selalu dikoreksi oleh DPS.

Masukarnya valu ketika sudah mengambil lempal & perbankun svanah
kenapa harus mehbalkan dengan lembaga kewsangan vang konvensional
Unluk memumikan kesvunahannya, karena masih bunyak lembuaga kevangan

syariah Tamm masih dapal digjak kerjasamea.
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1.

Dengun adunya [alwa lersebul, bunk merasa senang karena BPRS MAMN dapal
hekenusama dengan BPRS  lan, kadang kadang suwalo calon nasabah
mengajukan pembiayaan vang sungal besar plalond nya. Semeniara muasing
nasing hank mempunya kelerhatasan alau vang disebul BMPD (Balas Maksimal
Penyvaluran Dana), 20% dan hkwdih alaw modal diselor. Sehmgga apabnla bank
membiayva sendir, 1l Gdak cukup, akhirnya melakukan smmdikas: dengan BPRS
lain.

AManlaal sindikas -

d. Dapal membiaval nasabah dan bank Lan, misal BPRS MAM dun BPRS
Madina melakukun smdikasi, kedua bank berkonlnbust modal, olomalis
nasabah BPRS Muadma nasabah BPRES MAM jquga. Apabila gdak ada
pembiavaan sindikast i, Gdak mungkm dapal membiava nasabah bank
lam.

h. Penvebaran nsiko, kalaw bhank membiava sendirn masal ada pembiavaan
sebesar BRp 1 nubar, Sebenumya BPRS MAM sendin dapal melakukun
pembiayaan 1lu denguan sendin karena BAMVPD BPES MAM sudah mencapa
Ep 1.1 muhar. Namwn apabila melakukan pembiavasn sending, maka nsiko

akan dibmggung sendin. Untuk penyeburan ristko, maka dilukukanlah



d.

sindikast dengan BPRS vang lainnyva. Unluk pembagan modal hasanyva
sama ralakan. Misalnya 4 bank dengun pembiavaun RBp 1 nubar maka
pembaganmya KPP 250 juia per hank alaun biasanya hank vang sehaga leader
yung menverlak an modal vang lebih besar, maka risiko dapal menyvebar.
Dalam pembiayaan smdikast, evaluas diharapkan akan lebib Ggam, karena
ada hank bank lan vang kol melakukan smikas. jad dengan demikian,
adanya sindikast lersebul evaluast vang dibenkun ke nusubuabh diharapkun
dkan lehih maksimal uniuk menghindan nsiko di kemudian han.

Dengun BPRS lunm menmjadi lebih guvup rukun, bisa lebih bersinerg,
kebersumuaun lebih ditasakun dengan adanya pembiayvaan sindikas tersebul.
Bukun malah bersaing, numun bekenusama dan salmg mendukung antara
hunk salu dengan yvang lan unluk miaju bersama sama

Dan s1s1 nisiko, jika nasabah dibiaval dengan sindikast leboh dan salu bank,
maka nasabah tersebul ukan lebnh hath hab karena berhadupan dengun
bebherapa bank. Lan apabila nasabah (ersebul hanya berhadapan dengan salu
hunk saja, leniu akan ada beban moral apatmla dibnayva oleh sindikasa.
Tangkawan markeimg lebih Juas, muaksudnya semua BPRS yvang & Joga
merupakan markeiing BPRS MAM juga. Karena apabila mendapalkan
nasabah vang membulubkan dana vang besar, uniuk menvebarkun nsiko,
bunk  bunk lersebul akan melakukan simdikass, maks marketmg dun bunk

hunk lam juga markeimyg unluk BPRS MAN.



. BPRS MAM sudah melakukan sindikast dan mengikull alao sesun dengan
kelemluan [aiwa vang sudab dikeluarkan oleh DSEN MUL Uniuk saal 1m BPRS
AAM melukukan sindikast dengan 3 BPRS Lan di Jogga vakn BPRS Mararizk,
BPRS BDW, dun BPRS Mading unluk membiava konstruks: sebesar Rp 1 nular
dan BPFRS MAM sebagw leader. Unluk pembuagiun kesertaom modal &
negosiasikan sesuakan dengan modal vang lersedia. Basa di bagn rala alau Jeader
yvang lebth besar. 3isal Rp | nular, maka leader Bp 400 jula, 3 bank lam dibag
rala vallu masing  masng Bp 200 jula.

Selama 1 uniuk membiava konstruks:, karena hal lersebul vang membulubhkan

dana yung sungal besar.

4. Proses pembiavaan smdikast mengkub dengan Calwa vang sudah diterbitkan.

Karena apabila bdak seswn maka judi Gdak halal, 0dak bak dan Gdak berkah.

Auka BUPRS MAN selulu mengikul Catwa MUT.

. Proses pembiavaan smdikas

Nasabah MAMNM mengagjukin permohonan, selelah 1lu mendapatkan data dan
calon nasabah lalu dipelyan, apabila menorul MAM lavak uniuk dibiaya maka
kemudian i proses. Apabila duna yang dibulubkan relaiive besar plalond nya
niaka lalu MAM memperimbangkan uniuk melakokan sindikasi. kemudian
menenlukan smdikas akun dengan berapa bank, dan bank mana sau. Kemudiun
anggola sindikast diundung, diben data atau [olocopy data dan nasabab untluk
dipelajar oleh hank peserla sindikasi. selelah dipelgan, kemudian pada saalnva

nasabah dan anggolta smdikas diundang uniuk nasabah lersebul mepresentasikun



pemwhonan pembiavasn lersebul. Selalah 1w leader beserla bank anggola
smdikast melakukan evaluas, layvak atau Gdak unluk dibiayar, Apabila layak,
kemudian membuoal 3Moll dengan heberapa bunk angeols sndikast. dalam Mol
lersebul ada hak dun kewupbun unluk leader, anggola smdikas. selelah 1l
ditandatangam oleh anggola sndikas | kenmudian menerbilkan 5F3 walu sural
perselujuan Pemberian Pembravaan kepada nasabah alan vang disebul olTenng
leiter. Selalub nusabub lelab seluju dengan 573 nuka nasabab menandatangam
SP3 lersebul. Kenudian dala semua dikumpulkan, dala vang ash. Selalah
nasabah dan bank seluu selunjulkan melakukan akad oleh nolurs kemudian &
carrkun selumjuinya memonilor nasabah mengenal pembiavaan yung digjukan
sampal jangka wakio vang lelah disepakat.

Selama im bdak ada kendala vang Gdak bunyak | kendala dapal diatas. Hanya
kurena hari kerja setiap hank vang herheda  beda.

Polens1 pembavaan sindikas: di Jogga vailue bahwa di Joga sendm lerdapal
banyuknya perumabuan peruntdhan vang muly dibangun, unluk saal
pemunilaan uniuk pembualan tumab sangaillah banvak. Banwvak sekalh provek
perumahun, hal dersebul  sangullabh prospek yang batk unluk  pembiavaun
sincikasi. TPasar pembiavaan sindikast sangal Onged di jogga. Yunge dibiava
konsiruk s yva alau properinya’ developer.

Seqauh 1m1 Gdak ada masukan unluk Galwa MUL lersebul, karena apa yang

dibulubkan  sudab lerakomodir, apa vang dilakukan sudabh sesua dengan



kelenluan  alau mengkui alur vang  dyelaskan kemudian OJK melakukan
pemeriksaan dan bdak ada masalah.

DPS selalu melakukan pemenkasaan/pengecekan samphing, sebiap bulan ada
beberapa debilur alau beberapa nusabah vang diperiksa dun s191 kesyvanabasnnya
Judi DTS rulin unluk melakukan pengecekan. Apabila lerdapal hal  hal yang
perlu di diskusikan, maka bank yang mendalang DPS unluk menunia opim dan
DP%, jadi buank aktl . DPS mengecek mengenat kesvanuhun, batasan balasun
dalam melakukan pembiavaan, Misalnya saja bank Gdak boleh melakukan
pembiayaan unluk hole] non svanah, salon, pabnk rokok, minmuman keras dun

lan  Jain. Judi, vang lermasuk kalegon lersebul, maka bunk tdak membraya.
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